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ABSTRAK 

 Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia 

diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan selalu ada dan 

senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan kita. Penyakit masyarakat merupakan 

permasalahan yang sangat kompleks. Problem penyakit masyakat di Kabupaten Bantul 

tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan di 

daerah ini. Keberadaan penyakit masyarakat khususnya prostitusi, perjudian dan miras telah 

menimbulkan kecaman dan reaksi yang keras dari masyarakat. Sedangkan perbuatan yang 

termasuk dalam penyakit masyarakat menurut Undang-Undang Nomor2 Tahun 2002 

tentangKepolisian Negara dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c antara lain: pengemis 

dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, 

pemabukan, perdagangan manusia dan sebagainya. 

 

 Penelitian  yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field 

research) bertujuan untuk menganalisis permasalahan Penyakit Masyarkat (Pekat) di 

wilayah Polres Bantul. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang 

diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif untuk mengetahui secara jelas bagaimana upaya penanggulangan yang 

dilakukan oleh aparat Polres Bantul itu sendiri. 

 Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Polres Bantul berserta Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai kewajiban untuk menanggulangi penyakit 

masyarkat telah melaksanakan tugas dengan maksimal dan baik. Akan tetapi upaya yang 

dilakukan oleh Polres Bantul dan Satpol PP yang dilakukan selama ini dan juga penjatuhan 

sanksi berupa denda belum cukup membuat efek jera bagi para pelaku pelanggar Undang-

undang dan Perda di Kabupaten Bantul. Peran serta masyarakatpun dirasa masih kurang 

dalam hal penegakan hukum terutama tentang penyakit masyarakat. 

Kata kunci: ( penyakit masyarakat, perjudian, pelacuran, minuman keras, Polres Bantul)  
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KATA PENGANTAR 

 

ِْمِ ًِ الَرحْمهِ الرَحِ  بِسْمِ الّل

ََ مِهْ   َْرِ أَوْفُسِىَب  ُْذُ بِبلِله مِهْ شُرُ ََ وَعُ ََ وَسْتَغْفِرُيُ   ًُ ََ وَسْتَعِيْىُ ًِ وَحْمَدُيُ  الْحَمْدُ لِلّ

ٍَدُ أَنْ  ًُ. أَشْ َْ لَ ٌَبدِ ًُ فَلَب  ََ مَهْ يُضْلِلْ  ًُ ٍْدِيِ الُله فَلَب مُضِلَّ لَ سَيِئَب تِ أَعْمَبلِىَب. مَهْ يَ

ًَ إِلَب الُله ََ سَلِمْ عَلَّ سَيِدِوَب محمد  لَاإِل ٍُمَ لَلِّ  ُُْ  الله.  اَللّ ٍَدُ أَنَ محمدا الرَسُ ََ أَشْ  

ًِ أَجْمَعِيْهَ  ََ أَلْحَببِ  ًِ أَمَب بَعْدُ  -ََ عَلَّ أَلِ  

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah penyusun panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan 

Penyakit Masyarakat (Pekat) Di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 

2013-2015”dengan berbagai kendala yang Alhamdulillah bisa penyusun 

lewati. 

 

Penyusunan skripsi tentang hukum khususnya dalam hal hukum 

pendaftaran tanah merupakan penerapan teori-teori dan segala bentuk regulasi 

peraturan yang berkaitan dengan pendafataran tanah yang telah mahasiswa 

dapatkan selama di bangku kuliah untuk dikorelasikan dengan fakta lapangan 

berupa kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah dan instansi 

pemerintah yang berwenang menjalankan peraturan tentang pendafataran 



 
 

ix 
 

tanah tersebut. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar 

dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya. 

2. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun. 

3. Ayahku Samijan dan Ibuku Jamalah yang telah memeras keringat 

untuk menghidupiku hingga mampu mengantarkanku di bangku 

kuliah. 

4. Kepada adek tersayang M. Faras Yudianto yang bisa mengerti 

kakaknya. 

5. Kepada keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan 

semangat kepadaku. 

6. Ibu Lindra Darnela, S. Ag.M.Humselaku Pembimbing Akademik, 

yang selalu senyuman kepada para mahasiswa.. 

7. Bapak Iswantoro, SH, MH selaku Pembimbing I, yang selalu memberi 

arahan dalam penyusunan Skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjalani masa kuliah di 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, teteh Ida Wati 

S.H yang selalu ada buat saya dalam kesusahan dan kesenangan 

9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angakatan 2011 yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu yang sedikit banyak telah memberi 

dukungan serta motivasi pada penyusun. 



Dalam Penulisan laporan skripsi ini penyusun menyadari nrasih banyak kekurangan

dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan

pembaca dengan sebaik-baiknya.

" 
Wassalamu'alaikum Wr. W.

Yo gyakarta, 20.Desemb er 201 6

Penyusun

Rannylnnayatul Khasanah



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL ……………………………………………….. 

 

 

 
i 

HALAMAN ABSTRAK……………………………………………. ii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI …………….. iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………... iv 

HALAMAN PENGESAHAN.......................................................... vi 

HALAMAN MOTTO ………………………………………………. vii 

HALAMAN KATA PENGANTAR ………………………………... viii 

HALAMAN DAFTAR ISI …………………………………………. x 

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… 1 

A. Latar Belakang ……………………………………………… 

B. Rumusan Masalah …………………………………………... 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………………. 

D. Telaah Pustaka ……………………………………………… 

E. Kerangka Teoritik ………………………………………….. 

1. Teori Kebijakan Hukum ……………………………….. 

2. Teori Pencegahan Hukum ……………………………… 

3. Teori Kontrol Sosial …………………………………….. 

4. Pencegahan Menurut Polres dan Satpol PP …………... 

F. Metode Penelitian …………………………………………… 

1. Obyek Penelitian  ……………………………………….. 

2. Subyek Penelitian …..…………………………………… 

1 

7 

7 

8 

11 

11 

15 

17 

19 

21 

21 

21 



 
 

xi 
 

3. Jenis Penelitian ……………………..…………………… 

4. Sumber data dan Bahan Hukum ………………………. 

5. Teknik Pengumpulan Data ……………………….……. 

6. Teknik Analisis Data ……………………...…………….. 

G. Sistem Pembahasan ………………………………………… 

21 

22 

22 

22 

24 

BAB II:  TINJAUAN UMUM TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT 

……………………………………………………. 

 

26 

A. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Masyarakat …………. 

B. Faktor Penyebab Pekat  Serta Akibat ……………………... 

C. Aspek Hukum Pidana Dalam Masyarakat ………………... 

26 

42 

48 

BAB III:  GAMBARAN WILAYAH KOTA BANTUL ………… 

A. Deskripsi Kabupaten Bantul ………………………………. 

B. Gambaran Umum Polres Bantul …………………………... 

C. Gambaran Umum Satpol PP ………………………………. 

56 

56 

59 

61 

BAB IV: UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT 

DAN HAMBATANNYA ………………………. 

A. Upaya Penanggulangan Pekat di Polres Bantul …………... 

B. Hambatan Penanggulangan Pekat ………………………… 

 

65 

65 

78 

BAB V: PENUTUP ………………………………………………… 

A. Kesimpulan ………………………………………………….. 

B. Saran ……………………………………………………….... 

80 

80 

82 

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………. 83 

LAMPIRAN  



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Hukum 

diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan 

yangselaras,serasi dan seimbang sehingga tujuan negara Indonesia seperti yang 

tertuang dalam kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat 

terwujud. Di dalam hukum ada berbagai aturan yang harus dihormati,ditaati dan 

dilaksanakan oleh setiap warga negara.Setiap orang memiliki kecenderungan 

untuk melakukan penyimpangan dari jalur yang telah ditentukan berdasarkan 

norma hukumyang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila 

berbagai kepentingan manusia tersebut dilanggar, maka diperlukan upaya 

penanggulangan. 

Menurut G.P. Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Berda Nawawi 

Arief,upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui: 

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan 

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment 

atau mass media).
1
 

                                                           
1
Barda Nawawi Arief,Bunga Rampia Kebijakan Hukum Pidana (Bandung : PT.CitraAdidya 

Bakti, 2002), hlm.42. 
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Ketidak sesuaian antara perilaku seseorang dengan norma-norma yang ada 

dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sering disebut dengan istilah penyakit 

masyarakat (patologi sosial). Menurut B.Simandjuntak dalam bukunya yang 

berjudul “Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial“ menulis patologi sosial 

adalah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu 

keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau sangat 

merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota dan akibatnya 

pengikatan sosial patah sama sekali.
2
Patologi sosial mengalami berbagai 

fase/tahap perkembangan.Pada fase perkembangan patologi sosial sebagai ilmu 

mempunyai obyek masalah sosial (pengangguran,kemiskinan dan sebagainya) 

fase masalah sosial.Kemudian fase kedua mempunyai obyek disirganisasi sosial-

fase disorganisasi.Sedangkan pada fase ketiga patologi sosial berkembang 

memiliki sistem yang bulat dan dalam fase ini (fase sistematik) lahir berbagai 

teori diataranya;teori partisipasi sosial,teori interaksi,teori sochiopatic 

behavior.Masing-masing teori menyusun sistemnya dengan titik tolak konsep 

partisipasi sosial,interaksi sosial,tingkah laku sosiopatik.
3
 

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia 

diciptakan.Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan 

selalu ada dan senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan kita.Penyakit masyarakat 

merupakan permasalahan yang sangat kompleks.Problem penyakit masyakat di 

Kabupaten Bantul tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi 

dan geliat pembangunan di daerah ini.Keberadaan penyakit masyarakat khususnya 

                                                           
2
B. Simandjuntak,Pengantar Kriminologi dan PatologiSosial (Bandung: Tarsito, 1980) 

hlm.263. 
3
Ibid.  
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prostitusi, perjudian dan miras telah menimbulkan kecaman dan reaksi yang keras 

dari masyarakat. Sedangkan perbuatan yang termasuk dalam penyakit masyarakat 

menurut Undang-Undang Nomor2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam 

penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c berbunyi “mencegah dan menanggulangi 

tumbuhnya penyakit masyarakat”. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat 

antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan 

obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah 

darat, dan pungutan liar.
4
 

Dari beberapa macam penyakit masyarakat yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di atas, maka penulis memilih 

permasalahan penyakit masyarakat mengenai prostitusi, perjudian, dan 

pemabukan khususnya di wilayah Polres Bantul guna  menjadi bahan pembahasan 

dan penelitian penulis. Dikarenakan di wilayah Bantul masih banyak anak-anak 

serta remaja yang sering terkena kasus pekat masalah prostitusi, perjuan , dan 

miras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 
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Tabel 1.1 

Data Kasus Pelanggaran 

 

BULAN JENIS 

PELANGGARAN 

JUMLAH KETERANGAN 

L S 

Jan-Des 

2013 

Pelacuran 6 4 2 

Jan-Mei 

2014 

Pelacuran 192 0 192 

Jan-Mei 

2015 

Pelacuran 54 0 54 

Sumber : Sabhara Polres Bantul 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 pelanggaran 

pelacuran sangat sedikit yaitu 6 dan yang sedang dalam proses lapor ada 4 dan 

yang sudah siding ada 2, ini dikarenakan bocornya operasi pekat di wilayah 

tersebut. Pada tahun 2014 jumlah pelanggaran perzinaan sangat banyak dibanding 

dengan tahun 2015 yang tiga kalilipatnya lebih sedikit jumlah kasusnya 

dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan 

pihak-pihak yang berwenang untuk meminimalkan angka pelacuran diwilayah 

Bantul sudah lumayan berhasil dengan berlandaskan Peraturan Daerah Bantul 

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Perzinaandi Tempat Umum. 
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Table 1.2 

Data Rekapitulasi Kasus Satresnarkoba 

 

BULAN JENIS 

PELANGGARAN 

JUMLAH KETERANGAN 

L S 

Jan-Des 

2013 

Miras 34 34 34 

Jan-Des 

2014 

Miras 68 68 68 

Jan-Mei 

2015 

Miras 6 6 6 

 

Sumber: Kasatresnarkoba Polres Bantul 

Dilihat dari table 1.2 bahwa angka kejahatan miras pada tahun 

2013mencapai angkat 34 dan dari 34 tersangka pelanggaran tersebut sudah 

melalui tahap lapor dan sudah menjalani siding semua.Dan  tahun 2014 mencapai 

angka 68 kasus dan semua sudah dalam persidangan. Angka kejahatan miras di 

Tahun 2014 mengalami penurunan dari bulan agustus sampai november. Namun 

dari data 2014 pada akhir bulan desember angka kejahatan miras meningkat 

drastis menjadi 16 kasus. Dan pada tahun 2015 dari bulan januari sampai bulan 

mei jumlah kasus miras mengalami penurunan yaitu hanya 6 kasus. Dalam kasus 

mirastersebut semua sudah mejalani harap lapor dan sudah melakukan sidang. 
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Table 1.3 

Kejahatan Perjudian 

 

BULAN JENIS 

PELANGGARAN 

JUMLAH KETERANGAN 

L S 

Jan-Des 

2013 

Perjudian 41 41 41 

Jan-Des 

2014 

Perjudian 20 20 19 

Jan-Mei 

2015 

Perjudian 9 9 3 

 

Sumber: Satreskrim Polres Bantul 

Kejahatan perjudian dari data pada tabel 1.3 dapat terlihat bahwa angka 

tertinggi kejahatan perjudian dari bulan januari 2013 sampai dengan desember 

mencapai angka 41 dan dari 41 tersebut sudah melakukan sidang. Dan urutan 

yang selanjutnya pada tahun 2014 yaitu mencapai 20 dari 20 orang tersebut semua 

sudah menjalani harap lapor dan yang sudah sidang baru 19 orang. Namun pada 

tahun 2015 dari bulan Januari sampai Mei jumlah perjudian hanya mencapai , dari 

9 orang yang sudah menjalani sidang baru 3 orang. Dari tahun 2013 sampai 2015 

mengalami penurunan yang drastis. 

Penanganan masalah penyakit masyarakat sepenuhnya diserahkan oleh 

pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. Namun dalam menyikapi masalah 

ini, pihak pembentuk Undang-Undang dan aparat kepolisian seringkali bersikap 

tidak konsisten.Misalnya dalam masalah pelacuran,disatu sisi mereka menangkap 
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dan menghukum para pelacur beserta mucikarinya yang dianggap mengganggu 

ketertiban umum tapi disisi lain mereka juga melindungi dan mengawasi lokasi-

lokasi resmi yang dihuni ratusan bahkan ribuan perempuan muda yang berprofesi 

sebagai pelacur.Begitu juga dalam masalah perjudian dan minuman keras,meski 

sering mengadakan razia dan operasi penyakit masyarakat (pekat) namun para 

aparat juga melindungi bisnis tersebut apabila para pelaku memberikan 

sejumlah“rupiah”.Hal ini memberi kesan kepada mereka bahwa bisnis yang 

mereka jalankan legal karena mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. 

Untuk mengetahui berbagai macam penyakit masyarakat dan upaya-upaya 

penanggulangan seperti uraian diatas,maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dan penulisan hukum dengan judul “Upaya Penanggulangan Penyakit 

Masyarakat (Pekat) Di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan 

rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah:Bagaimana upaya 

penanggulangan penyakit masyarakat oleh kepolisian Polres Bantul? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penulis mengangkat tema seperti diatas  mempunyai tujuan: 

(1) Untuk Mengetahui bagaimana upaya penanggulangan penyakit 

masyarakat oleh kepolisian kota Bantul dan Satpol PP Bantul; dan 
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Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh aparat 

penegak hukum dalam menanggulangi penyakit masyarakat di 

wilayah Bantul. 

2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat Teoritik 

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya.Pada khususnya melalui 

penyusunan tentang penanggulangan penyakit masyarakat di wilayah Polres 

Bantul. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat 

berharga dan menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dan bagi 

berbagai pihak yang terkait dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sebagai sarana dan literatur dalam penulisan tentang Upaya 

Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 

2013-2015, maka beberapa peneliti yang telah dilakukan diantaranya: 

Skripsi karya Toriq Luqman Aziz yang mengambil judul“Upaya Polri 

Dalam Penanggulanagn Judi Online di Yogyakarta”.
5
 Permasalahan yang 

                                                           
5
Toriq Luqman Aziz,”Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di 

Yogyakarta” (Yogyakarta : Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta), Skripsi,Tahun 

2013. 
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dihadapi yaitu Bagaimana upaya penegak hukum dalam rangka menanggulangi 

perjudian online oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa yang menjadi 

hambatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan 

hukum untuk menanggulangi perjudian online di wilayah Yogyakarta. Hasil dari 

penelitian tersebut di antaranya yaitu,Upaya penanggulangan perjudian online 

oleh pihak Kepolisin Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan cara 

represif dan preventif.Penanggulanagan represif diantaranya melakukan 

penyelidikan,penyidikan dan penyergapan.Secara preventif dengan 

pendeteksian,pendataan terhadap situs online kemudian disampaikan ke Mabes 

Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran serta melakukan operasi 

pekat dan membentuk tim khusus perjudian online.Hambatan yang dialami dalam 

menanggulangi perjudian online yaitu keterbatasan kewenangan pihak kepolisian 

dalam menindaklanjuti indikasi perjudian online dikarenakan servernya terletak di 

luar wilayah Yuridiksi Negara Indonesia.Sehingga kepolisian hanya bisa 

melakukan penindakan sebatas bandar-bandar kecil yang menginduk dari bandar 

besar yang terdapt pada situs-situs judi online. 

Dalam penelitian yang lain pula, Bunyamin dengan judul “Sanksi Hukum 

Peminum Minuman Keras (Analisis Komperatif Terhadap Hukum Islam dan 

Hukum Positif)”.
6
 Yang memaparkan aspek pilosofik sanksi hukum terhadap 

peminum minuman keras adalah dilatar belakangi oleh adanya akibat buruk 

yangditimbulkan oleh minuman keras dan peminumnya terhadap diri si peminum 

maupun kepada khalayak. 

                                                           
6
Bunyamin, ”Sanksi Hukum Peminum Minuman Keras Analisis Komperatif Terhadap 

Hukum Islam Dan Hukum Positif)” (Yogyakarta : Syari‟ah dan Hukum UIN Yogyakarta), Skripsi, 

Tahun 1997. 
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Selanjutnya skripsi dari Zindi Setya Afandia Mahasari dalam penelitiannya 

tentang “Pengaturan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Surabaya (Studi Atas 

Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan 

Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surabaya”.
7
 Dalam skripsi ini dipertanyakan tentang pengaturan lokalissi 

prostitusi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 dan efektifitas dari 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tersebut. 

Perbedaan antara penelitian Zindi Setiya Afandia Mahasari dan penelitian 

ini jelas berbeda jika ditinjau dari segi lokasi dan Peraturan Daerah yang menjadi 

objek penelitian dan penelitian ini juga menguraikan tentang upaya 

penanggulangan dari segi hukumnya sedangkan Zindi Setiya Afandia Mahasari 

dipermasalahkan efektifitas Peraturan Daerahnya. 

Skripsi Mashuri dengan judul “Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial 

(PSK)”.
8
 Dalam skripsi ini dipertanyakan bagaimanakah sebenarnya fenomena 

PSK di Kota Surabaya sehingga dijuluki kota prostitusi dan bagaimanakah upaya 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 terhadap Pekerja Seks 

Komersial yang diterapkan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya. 

                                                           
7
Zindi Setiya Afandia Mahasari,”Pengaturan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Surabaya (Studi 

Atas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan 

Bangunan Atau Tempat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surabaya)” (Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Skripsi,Tahun 2015. 
8
Mashuri,”Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No7 Tahun 1999 Terhadap 

Pekerja Seks Komersial (PSK) Study pada Satpol PP DAN Dinas Sosial Kota Surabaya” (Malang 

: Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Malang) Skripsi, Tahun 2008. 
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Perbedaan penelitian ini dengan Mashuri adalah penelitian mashuri lebih 

mengarah pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 yang 

diterapkan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya terhadap Pekerja Seks 

Komersial, dimana dalam penelitian tersebut penyusun membatasi ruang lingkup 

kajian upaya penerapan Peraturan Daerah terhadap Pekerja Seks Komersial yang 

dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, sedangkan dalam skripsi ini penyusun 

mengkaji tentang Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang terutama 

juga Prostitusi atau Pekerja Seks Komersial di wilayah hukum Polres Bantul. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Kebijakan Hukum 

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

merupakan kebijakan hukum positifyang pada hakikatnya bukanlah semata–mata 

pelaksanaan Undang–Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan 

sismatik dan dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan 

hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat 

berupapendekatan sosiologi dan historis, bahkan memerlukan pula pendekatan 

komprehensif sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.
9
 

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya 

menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kiriminologi sebagai studi yang 

bertujuan mencari dan menentukan faktor–faktor yang membawa timbulnya 

kejahatan–kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana 

                                                           
9
Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana” (Bandung: PT Aditya 

Bakti 2005), hlm. 22. 
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(Penal Policy) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat 

kaitannya dengan pemahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu 

besar menghadapi bangsa Indonesia.Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi 

masalah–masalah sosial adalah lewat“kebijakan sosial” (Sosial-Policy).Kebijakan 

sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya–upaya rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan 

pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari 

pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (Sosial-Control), yaitu 

dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (Sosial-Policy) tidak mampu 

mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” 

(Kebijakan Hukum Pidana). 

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan 

sarana penal (hukum pidana) adalah masalah: 

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan  

b) Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
10

 

Analisa terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari 

konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau 

kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah–masalah di atas 

harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu dari kebijakan 

sosial–politik dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus 

pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (Policy 

Orientend Approach). 

                                                           
10

Ibid, hlm. 23-24.  
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Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini 

diambil dari istilah “Policy” (Inggris) atau “Politic” (Belanda). Atas dasar dari 

kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula 

disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah 

“Politik Hukum Pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain 

“Penal Policy, ”CriminalLaw Policy” atau “Strafreehts Politiek”. Kebijakan 

penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah “Politik Kriminal” 

yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya dalam upaya 

penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan 

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media masa (influencing vieewa of society on crime 

and punishment). 

Penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua kebijakan yaitu dengan 

menggunakan kebijakan penal dan non penal.Kebijakan penal yakni 

penanggulangan menggunakan sanksi pidana, atau peraturan yang 

berlaku.Sedangkan kebijakan non penal merupakan kebijakan penanggulangan 

menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain–lain. Penjelasan lain 

menurut Barda Nawawi Arief dan BambangPoernomo yang menegaskan bahwa 
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kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan adalah merupakan 

langkah–langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.
11

 

Kebijakan pidana (penal policy) merupakan upaya untuk menanggulangi 

kejahatan, sebagai bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat 

(social defence) dengan kata lain bahwa kebijakan pidana atau politik kriminal 

merupakan bagian dari social policy.
12

 

1) Pencegahan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal) yang 

berupa “social welfare” dan “social defence” aspek inilah yang asa karena 

dengan terpenuhinya kesejahteraan dan keamanan/kedamaian akan timbul 

keyakinan masyarakat yang bersifat inmaterial terutama nilai kepercayaan 

(trust) nilai keadilan (justice) nilai kejujuran dan kebenaran. 

2) Maka pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan secara 

integral, yakni adanya keseimbangan antara“pendekatan penal” dan 

“pendekatan non penal”. 

3) Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan secara penal 

(penal law inforcement policy) dalam implementasinya dilakukan melalui 

beberapa tahap yang Pertama, tahap formulasi (legislative policy) atau tahap 

proses legislasi. Kedua, tahap yudisial sebagai tahap aplikasi. Ketiga, tahap 

proses administratif (eksekutive policy). 

 

 

                                                           
11

Ach Tahir, “Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangan)”(Yogyakarta : 

Suka Press, 2010), hlm. 46. 
12

Mokhamad Najih, “Politik Hukum Pidana Paska Reformasi: Implementasi hukum Pidana 

sebagai Instrumen dalam mewujudkan Tujuan Negara” (Malang:in-trans Publising Malang,2008), 

hlm. 40-41. 
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2. Teori Pencegahan Kejahatan 

Pencegahan adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk 

menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan(antisipatik), sehingga 

memungkinkan orang mempunyai ketahanan diri dan dapat memberdayakan 

masyarakat untuk menciptakan dan memperkuat lingkungannya, guna mengurangi 

atau menghilangkan semua resiko terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan 

tersebut.Pencegahan pelanggaran miras,perjudian dan pelacuran pada hakikatnya 

dengan meminjam terminologi yang berlaku didunia media, dapat dibedakan 

berbagai tipologi tindakan pencegahan. Tipilogi-tipilogi tersebut anatara lain 

sebagai berikut: 

a) Pencegahan primer yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban 

potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau 

pelaku potensial. Kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental 

masyarakat yang bersifat abstrak maupun yang bersifat fisik dan teknologis. 

b) Pencegahan sekunder. Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk 

pencegahan sekunder ini tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau 

pelaku potensial atau sekolompok korban potensial tertentu. Dalam hal ini 

dapat dilakukan bentuk-bentuk prevensi baik abstrak, seperti penanaman 

etika profesi bagi tenaga-tenaga professional maupun fisik dan teknologis. 

c) Pencegahan tersier.Dalam hal ini langkah pencegahan diarahkan pada jenis 

pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu. 

Pendekatan ini, yang seringkali berkaitan dengan pencegahan kejahatan 

situasional, berupaya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam 
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terhadap kejahatan dan strategi pencegahan kejahatan, sehingga efektif melalui 

kepedulian terhadap lingkungan fisik, organisasi dan sosial yang memungkinkan 

terjadinya kejahatan tersebut.Pendekatan situasional tidak mengabaikan para 

pelanggar, dia hanya menempatkan mereka sebagai satu bagian dari suatu 

pemahaman bagi upaya pencegahan kejahatan yang lebih luas yang berpusat pada 

konteks kejahatan itu. Hal ini menuntut suatu pergeseran dalam pendekatan 

terhadap pencegahan kejahatan, yakni dari satu titik yang terutama berkaitan 

dengan bagaimana atau mengapa orang-orang melakukan kejahatan ke titik lain 

yang terutama melihat pada mengapa kejahatan terjadi pada setting tertentu. Ini 

memindahkan konteks kejahatan kepada fokus sentral dan menempatkan fokus-

fokus tradisional kejahatan pelanggar sebagai salah satu dari sejumlah faktor yang 

mempengaruhinya. 

Uraian singkat ini berpendapat bahwa reorientasi riset pencegahan kejahatan 

dan kebijakan dari sebab-sebab kejahatan kepada konteks kejahatan memberikan 

suatu indikasi yang sangat menjanjikan. Ini juga menunjukkan bahwa lebih 

banyak lagi penelitian yang harus dilakukan sebelum dapat diasumsikan bahwa 

pergeseran pada fokus ini akan membawa kepada kebijakan pencegahan kejahatan 

yang lebih berhasil. Untuk menempatkan permasalahan ini dalam konteks uraian 

singkat ini maka kita perlu membahas beberapa hal yakni : 

1) Meninjau faktor-faktor yang menghambat pengembangan suatu pendekatan 

situasional terhadap riset pencegahan kejahatan dan kebijakan dimasa yang 

lalu dan yang telah memberikan konstribusi terhadap pengaruhnya yang 

berkembang pada tahun-tahun terakhir. 
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2) Membandingkan kekuatan relatif dari pendekatan ini dengan pendekatan 

yang lebih tradisional terhadap pencegahan kejahatan. 

3) Mengindentifikasi bidang-bidang dimana pencegahan kejahatan situasional 

telah menghasilkan pandangan-pandangan baru mengenai permasalahan 

kejahatan dan respon potensial terhadapnya.  

4) Membahas kekuatan bukti yang mendukung strategi pencegahan kejahatan 

situasional. 

5) Merekomendasikan pengembangan suatu agenda riset yang memungkinkan 

suatu eksplorasi penting terhadap asumsi-asumsi pencegahan kejahatan 

situasional dengan meningkatkan metode evaluasi dan memperluas batas-

batas studi diluar permasalahan pencegahan kejahatan terapan.
13

 

3. Teori Kontrol Sosial 

Teori social hanya berlaku untuk anak-anak dan remaja. Salah satu Social 

Control Theory sebagaimana disebutkan oleh Travis Hirschi dalam “Social Bond 

Theory”, sebagai berikut: 

a. Attachment 

Adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain.  

Attachment dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) Attachmen total adalah keadaan dimana seorang individu melepas rasa 

yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa 

kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati 

aturan-aturan. 

                                                           
13

M. Kemal Dermawan, ”Pencegahan Kejahatan:dari Sebab- Sebab Kejahatan Menuju 

Pada Konteks Kejahatan”(Dikutip dari Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 1 No III Juni 2001), 

hlm. 35. 
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2) Attachment partial adalah suatu hubungan antara seorang individu dengan 

lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego 

dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi 

b. Commitment 

Adalah keterikatan seseorang pada sub system konvensional seperti 

sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Comitment merupakan aspek 

rasional yang ada dalam ikatan social. Segala kegiatan individu seperti 

sekolah,pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi 

orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa benda, reputasi, masa depan dan 

sebagainya. 

c. Involvement 

Adalah aktivitas seseorang dalam sub system konvensional jika seseorang 

aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. 

Logika dari pengertian tersebut adalah bila orang aktif disegala kegiatan maka 

orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, 

sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan 

hukum. 

d. Beliefs 

Merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan social dan kepercayaan 

seseorang pada nilai moral yang ada. Kepercayaan itu akan menimbulkan 

kepatuhan terhadap norma tersebut yang tentunya akan mengurangi hasrat 

seseorang untuk melanggar.Dan asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan 

Nye terdiri dari : 
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1) Harus ada control internal maupun eksternal; 

2) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran; 

3) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adequate 

(memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah; 

a) Dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan 

b) Diharapkan remaja menaati hukum. 

4. Pencegahan Menurut Polri dan Satpol PP 

a. Promotif 

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau 

program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah 

para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal 

narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan 

meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih 

sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir 

untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.Bentuk 

program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada 

kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku 

program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang 

difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. 

b. Kampanye anti penyalahgunaan miras,anti perjudian dan prostitusi 

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar 

tentang bahaya penyalahgunaan miras,masalah perjudian dan prostitusi. 

Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa 
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disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah 

garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan 

oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melaluispanduk 

poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar 

menjauhi penyalahgunan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai penyakit 

masyarakat terutama pada miras,perjudian, dan prostitusi. 

 

 

c. Penyuluhan seluk beluk miras,judi, dan prostitusi(penyakit masyarakat) 

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi,pada 

penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. 

Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah 

untuk mendalami berbagai masalah tentang penyakit masyarakat tersebut, 

sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik 

menggunakannya selepas mengikuti program ini.  Materi dalam program ini biasa 

disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum 

ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya. 

d. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya 

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat 

agar upaya menanggulangi penyalahgunaan miras didalam masyarakat ini menjadi 

lebih efektif.Program ini biasa dilakukan dilembaga pendidikan seperti sekolah 

atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga 
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profesional. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi 

miras dimasyarakat. 

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, 

Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, 

pemerintah kota, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar 

penyakit masyarakat tidak semakin marak di dalam masyarakat. Namun melihat 

keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat 

berjalan optimal. 

 

F. Metode Penelitian 

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini tercapai sebagaimana yang telah 

direncanakan, maka membutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu: 

1. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini yaitu peran Polres Bantul dalam menanggulangi 

penyakit masyarakat diwilayah Bantul. 

2. Subyek Penelitian 

a. Kepala Polres Bantul; 

b. Kepala Dinas Ketertiban Umum Pemerintah Daerah Bantul; 

c. Satpol PP Bantul. 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian  yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan 

(research) yaitu dengan melakukan pengamatan observasi secara langsung 
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tentang bagaimana upaya penanggulangan penyakit masyarakat (pekat) oleh 

kepolisian Polres Bantul. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer atau data dasar 

Dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, 

lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan 

subyek penelitan untuk mencari keterangan yang berhubungan dengan obyek 

penelitian untuk menjadi bahan analisis. 

b. Data Sekunder 

Diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang 

diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian. Bahannya terdiri 

dari: 

1) Bahan–bahan hukum primer: 

a) Kitab Undang-Undang Dasar 1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

d) Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perjudian; 

e) Perda Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, 

Pengendalian, Pengedaraan dan Pelanggaran Perjualan Minuman 

Beralkohol; 

f) Perda Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang larangan perzinaan 

di tempat umum; 
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2) Bahan-bahan hukum sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer,meliputi : 

a) Buku Hukum Pidana; 

b) Buku Penyakit Masyarakat; 

c) Buku Perjudian; 

d) Buku Pelacuran; 

e) Buku Miras; 

f) Artikel, Majalah dan Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan materi 

penelitian data; 

3) Bahan Hukum Tersier 

Adalah bahan- bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder , 

antara lain : 

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

b) Kamus Inggris –Indonesisa 

c. Teknik Pengumpulan Data 

a) Data primer dilakukan dengan cara wawancara 

yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jaawab sebagai 

penelitian guna memperoleh jawaban terhadap persoalan tersebut. 

b) Data sekunder dilakukan dengan cara studi keperpustakaan 

yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-

Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

d. Analisis Data 
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Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang 

diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif, yang artinya analisa data berdasarkan apa yang 

diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik lisan maupun tertulis, 

kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang 

berlaku untuk kemudian disimpulkan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 (lima) BAB 

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Babpertama, Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Babkedua, Berisi Tinjauan umum tentang Penyakit Masyarakat. Bab ini 

berisi uraian tentang penyakit masyarakat (pekat) secara umum. Mengenai 

pengertian penyakit masyarakat, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam 

klasifikasinya pekat dan sebab serta akibat yang ditimbulkan oleh penyakit 

masyarakat. 

Babketiga, Berisikaan tentang gambaran umum kota Bantul yaitu meliputi 

sejarah kota Bantul, gambaran umum Polres Bantul, gambaran umum Satuan 

Pamong Praja (Satpol PP), visi dan misi Satpol PP dan Struktur organisasinya. 
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Babkeempat, Berisi tentang ketentuan hukum pidana yang berlaku dalam 

penyakit masyarakat dan analisis data upaya penanggulangan penyakit 

masyarakat. 

Babkelima, Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran dari hasil penelitian secara keseluruhan dan diakhiri dengan daftar pustaka 

serta lampiran-lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Problem penyakit masyakat di Kabupaten Bantul tumbuh dan berkembang 

seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan di daerah 

ini.Keberadaan penyakit masyarakat khususnya prostitusi, perjudian dan miras 

telah menimbulkan kecaman dan reaksi yang keras dari masyarakat.Sedangkan 

perbuatan yang termasuk dalam penyakit masyarakat menurut Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam penjelasan pasal 15 ayat 

(1) huruf c antara lain: pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, 

penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia dan 

sebagainya.  

 Dari analisa diatas maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa penyakit 

masyarakat di Kabupaten Bantul memang setiap tahunnya mengalami kenaikan 

dan penurunan yang disebabkan oleh faktor dimana upaya yang dilakukan 

pemerintah Kab.Bantul ini memang bisa dikatakan belum mencapai maksimal. 

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian di dalam menanggulangi masalah penyait 

masyarakat di Kab. Bantul adalah dengan upaya preventif dan represif; 

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama anak-anak remaja dan 

orang tua tentang penyakit masyarakat terutama perjudian, miras, dan 

pelacuran. 
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Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan terutama 

miras, pelacuran, dan judi di kalangan masyarakat, agar tidak semakin 

marak nya penyakit masyarakat tersebut. 

2. Melakukan operasi pekat di wilayah Kab. Bantul 

Dimana dalam melakukan operasi pekat itu sendiri juga bekerja sama 

dengan anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan institusi 

yang terkait dengan masalah pekat itu sendiri. 

3. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran 

pekat itu sendiri sesuai undang-undang yang berlaku atau perda Kab. 

Bantul. 

Dalam melakukan upaya penanggulangan pekat itu sendiri kepolisian juga 

mengalami beberapa kendala atau hambatan. Hambatan itu sendiri antara lain 

kuarangnya komitmen aparat hukum itu sendiri, terlalu ringannya sanksi yang 

dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pekat (perjudian, miras, pelacuran) itu 

sendiri sehingga tidak membuat efek jera kepada si pelaku, seringnya terjadi 

kebocoran informasi operasi yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian itu 

sendiri terutama saat operasi pelacuran di kawasan parangtritis dan 

parangkusumo serta saat operasi munuman keras. 
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B. Saran 

1. Kepada seluruh elemen masyarakat diidalam menanggulangi tindak 

kejahatan pekat hendaknya diperlukan kerjasama yang baik oleh seluruh 

elemen masyarakat, supaya harapan masyarakat dalam menanggulangi 

pekat dapat terwujud. 

2. Kepada pihak Pemerintah diharapkan lebih baik membuat undang-undang  

yang mengatur prostitusi atau pelacuran , mengingat selama ini tidak 

adanya aturan yang jelas mengenai maslah prostitusi sehigga para PSK 

dengan sesuka hati melakukan profesinya tanpa mempedulikan aturan-

aturan dan hukum yang berlaku. 

3. Kepada seluruh Intensitas baik Polres, Satpol PP dan Dinas Ketertoiban 

Umum penertiban haruslah lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang 

gerak tindak pidana pekat itu sendiri. 
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